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KEMENDAG. Ketentuan Ekspor Timah.
Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
44 /M-DAG/PER/7/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan
kebijakan ekspor timah, perlu mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
44 /M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor
Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan
Ekspor Timah, perlu disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
44 /M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor

Timah;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor
Timah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1060) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
33/M-DAG/PER/5/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
44 /M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor
Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 730);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2007);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan
Perizinan di Bidang Perdagangan secara Online dan
Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
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Menetapkan :
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9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian
Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiata Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/7/2014 TENTANG
KETENTUAN EKSPOR TIMAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor
Timah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1060) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan  Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
44 /M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 730)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
(1) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diekspor jika
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan bahan baku Bijih Timah yang
berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi
dan/atau IUPK Operasi Produksi yang masuk
dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, atau IPR;

dan
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(2)

b. telah dilengkapi dengan bukti status piutang
terhadap penerimaan negara bukan pajak
berupa iuran tetap dan royalti yang telah
diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.

Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dapat diekspor jika memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. menggunakan bahan baku Timah Murni
Batangan yang berasal dari Bursa Timah; dan

b. telah dilengkapi dengan bukti pembelian

Timah Murni Batangan dari Bursa Timah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 7

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah

Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan

permohonan secara elektronik kepada Direktur

Jenderal dengan melampirkan scan dokumen asli:

a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi,
KK, atau IUP Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian;

d. daftar IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi
Produksi, atau KK yang masuk dalam daftar
[UP yang tercatat di Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral; dan

e. Surat Perjanjian Kerjasama dengan [UP Operasi
Produksi dan/atau KK yang masuk dalam

daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal
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(2)

(3)

(4)
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Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral yang ditandasahkan oleh
pejabat yang menerbitkan izin dan/atau dengan
IPR bagi pemegang IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian.

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Timah

Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2), perusahaan harus mengajukan permohonan

secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan

melampirkan scan dokumen asli:

a. Izin Usaha Industri (IUI);

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

d. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika, Kementerian Perindustrian.

Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat pada

Direktorat Ekspor Produk Industri dan

Pertambangan untuk melakukan pemeriksaan

lapangan guna mengetahui kesesuaian antara

dokumen dengan kondisi lapangan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 8
Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal
menerbitkan pengakuan sebagai ET-Timah Murni
Batangan dan  ET-Timah  Industri  dengan
menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital
Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda

tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick
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